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Abstract

Law Number 10 of 2008 as organic statute, as more comprehensive statute and comply
with answering problem challenge in running general election.General election as
democratic party, as symbol and also as democracy landmark. In the other side, general
election as one of foremost means to reinforcing democracy living order which function as
health instrument and accomplishing democracy, not as democracy aims. General election
with parliamentary threshold 25% unable to realizes democratic government in Indonesia.
Cause combination between presidential government system and multiparty system proved
that emerging instability political, then president position become weak. Indonesia
democratic parliamentary threshold in order to form legitimate governmental, by
improving parliamentary threshold from 2,5 percent gradually.
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PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu juga
merupakan metode yang secara universal
digunakan untuk mengisi keanggotaan lemba-
ga perwakilan. Di Indonesia setelah perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya di-
singkat UUD 1945, tidak ada lagi anggota
DPRD, DPD, MPR yang diangkat. Semuanya
dipilih secara langsung melalui Pemilu. Pemi-
lu juga digunakan untuk memilih Presiden dan
Kepala Daerah. Pemilu yang diterapkan akan
berperan menstrukturkan hubungan antara
pemilih dengan calon dan selanjutnya ber-
peran menstrukturkan hubungan wakil dengan
rakyatnya. Struktur hubungan inilah yang akan
menentukan tingkat responsifitas wakil ter-
hadap aspirasi rakyatnya.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD
1945, pemilihan umum untuk memilih anggo-
ta Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwa-
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kilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah diselenggarakan berlandaskan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun sekali. Hal ini yang akan
menjadi dasar penelitian, yakni pemilihan
umum dengan parliamentary threshold menu-
ju pemerintahan yang demokratis di Indonesia.
Pemilu dimaksud diselenggarakan dengan
menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya
setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin
memiliki wakil yang duduk di lembaga per-
wakilan yang akan menyuarakan aspirasi
rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari
pusat hingga ke daerah.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat,
partisipatif, dan mempunyai derajat keterwa-
kilan yang lebih tinggi, serta memiliki meka-
nisme pertanggungjawaban yang jelas, maka
penyelenggaraan pemilihan umum harus di-
laksanakan secara lebih berkualitas dari waktu
ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu
untuk mengganti landasan hukum penyele-



nggaraan pemilihan umum yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-
bagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ten-
tang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan
undang-undang baru ini lebih komprehensif
dan sesuai untuk menjawab tantangan perma-
salahan baru dalam penyelenggaraan pemi-
lihan umum.

Undang-undang Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2008 memuat beberapa perubahan
pokok tentang penyelenggaraan Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(selanjutnya disingkat DPR), Dewan Perwa-
kilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD) dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjut-
nya disingkat DPRD), khususnya yang ber-
kaitan dengan penguatan persyaratan peserta
pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan,
sistem pemilu proporsional dengan daftar
calon terbuka terbatas, dan penetapan calon
terpilih, serta penyelesaian sengketa pemilu.
Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk
memperkuat lembaga perwakilan rakyat mela-
lui langkah mewujudkan sistem multipartai
sederhana yang selanjutnya akan menguatkan
pula sistem pemerintahan presidensial seba-
gaimana dimaksudkan dalam UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
pemilihan umum merupakan pesta demokrasi.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme
sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekua-
saan warganegara) atas negara untuk dijalan-
kan oleh pemerintah negara tersebut. Salah
satu pilar demokrasi adalah prinsip trias
politica yang membagi ketiga kekuasaan
politik negara (legislatif, eksekutif, dan
yudisial) untuk diwujudkan dalam tiga jenis
lembaga negara yang saling lepas (indepen-
dent) dan berada dalam peringkat yang sejajar
satu sama lain. Kesejajaran dan independensi
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ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan
agar ketiga lembaga negara ini bisa saling
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan
prinsip checks and balances.

Untuk membangun suatu demokrasi di
suatu negara bukanlah hal yang mudah karena
tidak menutup kemungkinan pembangunan
demokrasi akan mengalami kegagalan. Demo-
krasi di negara Indonesia sudah mengalami
kemajuan yang sangat pesat contohnya dari
segi kebebasan, berkeyakinan, berpendapat,
atau pun berkumpul.Di balik keberhasilan
tersebut, bukan berarti demokrasi di Indonesia
saat ini sudah berjalan baik, masih ba-
nyak kekurangan dan penyimpangan yang be-
lum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan
warga negaranya. Banyaknya persoalan yang
telah melanda bangsa Indonesia ini, keber-
hasilan Indonesia dalam menetapkan demo-
krasi tentu harus dibanggakan karena banyak
negara yang sama dengan Negara Indonesia
tetapi negara tersebut tidak bisa menegakkan
sistem demokrasi dengan baik dalam artian
gagal. Akibat demokrasi, jika dilihat diber-
bagai persoalan di lapangan adalah mening-
katnya angka pengangguran, bertambahnya
kemacetan di jalan, masalah korupsi, penye-
lewengan. Beberapa hal itu adalah contoh
fenomena dalam suatu negara sistem demo-
krasi. Demokrasi adalah sistem yang buruk
diantara alternatif lainnya, tetapi demokrasi
memberikan harapan untuk kebebasan, kea-
dilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu
banyak negara-negara yang berlomba-lomba
menerapkan sistem demokrasi ini.?

Indonesia menjalankan sistem pemerin-
tahan presidensial dengan multipartai secara
demokratis. Seperti juga di negara-negara
demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia
didasarkan pada trias politika yaitu kekuasaan
legislatif, eksekutif dan yudisial. Sebelumnya,
kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah
lembaga bernama Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). MPR pernah menjadi lembaga
tertinggi negara, namun setelah perubahan

M. Rusli Karim, Pemilu Demokrasi Komperatif, Tiara
Wacana, Yogyakarta, 1991, hal. 16.

’Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan
Bintang, Jakarta, 1992, hal. 73.
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keempat MPR bukanlah lembaga tertinggi
lagi, dan komposisi keanggotaannya juga
berubah. MPR setelah perubahan UUD 1945,
terdiri atas 560 anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat
melalui Partai Politik, ditambah dengan 132
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
yang merupakan wakil provinsi dari jalur
independen. Anggota DPR dan DPD dipilih
melalui pemilu dan dilantik untuk masa
jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota
MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah
utusan golongan dan TNI/Polri. Lembaga
eksekutif berpusat pada presiden, wakil
presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia
adalah Kabinet Presidensial sehingga para
menteri bertanggung jawab kepada presiden
dan tidak mewakili partai politik yang ada di
parlemen. Tujuannya untuk menjaga stabilitas
pemerintahan mengingat kuatnya posisi
lembaga legislatif di Indonesia. Posisi-posisi
penting dan strategis umumnya diisi oleh
mentri tanpa portofolio partai (berasal dari
seseorang yang dianggap ahli dalam bidang-
nya).

Dalam perjalanan waktu Dewan Perwakilan
Rakyat Periode 2009-2014 dengan menganut
parliamentary threshold 2,5 persen, hanya ada
9 (sembilan) partai politik (parpol) di parle-
men. Sekarang ini, parpol perlu diperkecil
lagi, dengan cara menaikkan ambang batas
parlemen dari dua setengah persen menjadi
lima persen. Alasan yang digunakan adalah,
bahwa angka ambang batas parlemen yang
diterapkan pada Pemilu 2014 harus mencer-
minkan penyederhanaan sistem kepartaian.
Sebaliknya, terhadap kenaikan ambang batas
lima persen ini, banyak partai kecil yang tidak
setuju dengan alasan, bahwa akan banyak
suara rakyat yang hilang atau tak terpakai.®

Partai di DPR saat ini masih belum menye-
pakati ambang batas parlemen yang akan
diterapkan pada masa mendatang. Sejumlah
partai besar melihat ambang batas 2,5 persen
perlu dinaikkan menjadi 5 persen. Diperkira-
kan, setelah melewati proses kompromi, 3
persen menjadi angka ambang batas yang

Soetanto  Soepiadhy, Pembatasan Parpol
dengan Parliamentary Threshold, Surabaya Pagi, 6
Desember 2010.
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disepakati. Gagasan menaikkan ambang batas
dilatarbelakangi keinginan menyederhanakan
proses politik parlemen saat mengambil
keputusan.*

Menaikkan ambang batas parlemen dari 2,5
persen sekarang menjadi 5 persen bertujuan
untuk penyederhanaan partai. Asumsinya,
dengan jumlah partai di parlemen yang lebih
sedikit, maka pemerintahan akan stabil dan
efektif. Harus diingat, penyederhanaan partai
bukanlah masalah sederhana. Kalau hanya
jumlah partai yang dikurangi, hal itu sudah
dilakukan oleh Orde Baru dari banyak partai
menjadi 10 partai dan akhirnya tinggal 3
partai. Prinsip keterwakilan melemah, dan
pemerintahan pun menjadi otoriter.

Rumusan Masalah

Terkait dengan ketentuan di atas dan judul
disertasi “Pemilihan Umum dengan “Parlia-
mentary Threshold” Menuju Pemerintahan
yang Demokratis di Indonesia”, masalah yang
diteliti dalam disertasi ini dapat dirumuskan
sebagai berikut.

a. Apakah pemilihan umum dengan parlia-
mentary threshold 2,5% mampu mewujud-
kan pemerintahan yang demokratis di
Indonesia?

b. Bagaimanakah parliamentary threshold
yang demokratis di Indoneia agar terben-
tuk pemerintahan yang legitimate?

PEMBAHASAN

Sistem Pemilihan Umum dengan Parlia-
mentary Threshold 2,5 % dalam Mewujud-
kan Pemerintahan yang Demokratis di
Indonesia

1. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-
macam sistem pemilihan umum, akan tetapi
semuanya berkisar pada dua prinsip pokok,
yaitu:

a. singgle-memberconstituency (satu daerah
pemilihan memilih satu wakil; biasanya
disebut Sistem Distrik),

“Ibid.



b. multi-memberconstituency (satu daerah
pemilihan memilih beberapa wakil; biasa-
nya dinamakan Propotional Representa-
tion atau Sistem Perwakilan Berimbang).’

2. Pemerintahan yang Demokratis

Pengertian pemerintahan banyak didefini-
sikan oleh para pakar yang berbeda, antara
pakar yang satu dengan yang lainnya. Penger-
tian pemerintahan secara umum dibagi dalam
dua kelompok, yakni pengertian pemerintahan
dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kelom-
pok pertama, yang memberikan pengertian
pemerintahan dalam arti luas, yakni:

1. Montesquieu dengan teori Trias Politika
(kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif,
dan kekuasaan yudisial);

2. Van Vollenhoven dengan Teori Catur
Praja membagi pemerintahan dalam empat
fungsi, yaitu pemerintahan dalam arti
sempit (bestuur), polisi (politie), peradilan
(rechtspraaki), dan membuat peraturan
(regeling, wetgeving);

3. Lemaire membagi pemerintahan dalam
lima fungsi dengan menambahkan penye-
lenggaraan kesejahteraan umum (bestuur
zoorg);

4. A.M. Donner membagi pemerintahan da-
lam dua tingkat kekuasaan, yaitu alat
pemerintahan yang berfungsi menentukan
haluan politik negara, dan alat pmerin-
tahan yang berfungsi meyelenggarakan/
merealisasikan politik negara yang telah
ditentukan;

5. Menurut Van Poelje, pemerintahan dalam
arti luas adalah fungsi yang meliputi
keseluruhan tindakan, perbuatan dan kepu-
tusan oleh alat pemerintahan untuk menca-
pai tujuan pemerintahan.®

3. Penghormatan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) secara historis
lahir dari hasil perjuangan panjang untuk
menentang penindasan penguasa terhadap

*Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT.
Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 177.

®Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, Fakultuas
Hukum UlI, 2005, hal. 55.
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rakyat di masa lalu. Sebagai mana telah
diketahui, bahwa pada masa pemerintahan
monarchi yang absolute, melahirkan pemerin-
tahan yang sewenang-wenang, penguasa yang
memerintah dengan kekuasaan tidak jarang
mengalami penistaan dan penyiksaan hak-hak
individualnya. Secara kodrati setiap orang
memiliki hak yang sama, yang di bawanya
sejak lahir dan persamaan tersebut dapat
dilihat ketika seseorang lahir ke dunia, pada
saat itu seseorang telah diberi hak oleh sang
pencipta untuk menangis, bernafas, melihat,
dan lain sebagainya.

Konsepsi HAM dalam perkembangannya
sangat terikat dengan konsepsi negara hukum.
Dalam sebuah negara hukum, sesunguhnya
yang memerintah adalah hukum, bukan manu-
sia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirar-
kis tatanan norma hukum yang berpuncak
pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam
sebuah negara hukum menghendaki adanya
supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi
disamping merupakan konsekuensi dari kon-
sep negara hukum, sekaligus merupakan
pelaksanaan demokrasi karena konstitusi
merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi.’
HAM merupakan hak hukum karena HAM
merupakan usaha untuk menterjemahkan
keyakinan tentang martabat manusia ke dalam
bahasa hukum yang konkret dengan tujuan
agar hakOhak itu seperlunya dapat dipaksakan
pelaksanaanya di depan pengadilan.®

Negara hukum merupakan salah satu
prinsip dari kehidupan bernegara yang lahir
dari filsafat politik modern, disamping
demokrasi, dan perlindungan HAM. Menurut
Mahfud MD, demokrasi, negara hukum, dan
perlindungan HAM lahir dari filsafat yang
mengutamakan persamaan kedudukan dan hak
umat manusia. Dasar paling utama bahwa
manusia lahir dalam keadaan bebas dan
dengan kedudukan yang sama, tanpa kasta,

TJimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme
Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005,
hal. 152-162.

8Franz Magnis-Suseno, Etika Politik, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2001, hal 135.
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dan membawa hak-hak dasar yang diberikan
oleh Tuhan.®

Dalam kehidupan politik, mereka melaku-
kan perjanjian untuk membentuk organisasi
yang disebut negara, guna melindungi kepen-
tingan-kepentingan mereka dan negara yang
mereka bentuk diselenggarakan dengan sistem
demokrasi atau pemerintahan rakyat. Negara
demokrasi ini terikat untuk memberikan
perlindungan hak-hak asasi warga negaranya
dan untuk itu dibatasi aturan-aturan hukum
yang harus dilaksanakan dengan ketat. Keter-
kaitan seperti itulah yang dapat menjelaskan
lahirnya paham perlindungan atas HAM di-
iringi  dengan lahirnya konsep demokrasi
modern dan konsep negara hukum.

4. Keberadaan Partai Politik

Partai politik bisa disebut sebagai pilar
demokrasi, karena mereka memainkan peran
yang penting sebagai penghubung antara
pemerintahan negara (the state) dengan warga
negaranya (the citizens). Bahkan menurut
Schattscheider, political parties created demo-
cracy, partai politiklah yang membentuk
demokrasi, bukan sebaliknya. Partai politik
merupakan pilar atau tiang yang perlu dan
bahkan sangat penting untuk memperkuat
derajat perlembaganya (the degree of instituti-
onalization) dalam setiap sistem politik yang
demokratis. Derajat perlembagaan partai poli-
tik itu sangat menentukan kualitas demokrasi
kehidupan partai politik itu sangat menentukan
kualitas demokrasi kehidupan politik suatu
negara.™

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa
menggambarkan adanya empat fungsi partai
politik. Keempat fungsi partai politik menurut
Miriam Budiardjono, meliputi: a) sarana
komunikasi politik; b) sosialisasi politik; c)
sarana rekruitmen politik; dan d) pengatur
konflik.!' Dalam istilah Yves Meny dan

*Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di
Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal. 1986.

%Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
Indonesia, PT Bhuana llmu Populer, Jakarta, 2007, hal.
710.

Miriam Budiardjo, Pengantar llmu Politik, Gramedia,
Jakarta, 2000, hal. 163-164.
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Andrew Knapp, fungsi partai politik menca-
kup fungsi: a) mobilisasi dan integrasi; b)
sarana pembentukan pengaruh terhadap perila-
ku memilih; c) sarana rekruitmen politik; dan
d) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan."?

Dalam hal ini, perlu dibedakan antara
Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 20009,
sebagai berikut. Pada Pemilu 1999 dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, par-
liamentary threshold didasarkan pada propor-
sional dan suara terbanyak di daerah tingkat I1.
Kemudian Pemilu 2004 dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003, parliamentary
threshold didasarkan pada bilangan pembagi
pemilu (BPP) dan/atau suara terbanyak di
daerah pemilihan. Selanjutnya Pemilu 2009
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008, parliamentary threshold minimal 2,5
persen suara sah nasional, BPP dan suara
terbanyak di daerah pemilihan.

Kontestan Pemilu 1999 sebanyak 48
parpol, hasil akhirnya di DPR terdapat 21
parpol. Kemudian kontestan Pemilu 2004
sebanyak 24 parpol, hasil akhirnya di DPR 16
parpol. Selanjutnya kontestan Pemilu 2009
sebanyak 38 parpol nasional dan 6 parpol
lokal Nangroe Aceh Darussalam (NAD), hasil
akhirnya di DPR 9 parpol.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil
suatu simpulan, bahwa dengan parliamentary
threshold jumlah parpol yang memperoleh
kurisi di DPR juga terus mengecil, dari 19
parpol (1999) menjadi 16 parpol (2004) dan
akhirnya tinggal 9 parpol (2009). Artinya,
sistem pemilihan yang ada secara evolusioner
sudah mengurangi jumlah partai. Bagi parpol
yang tidak lolos dalam parliamentary
threshold bukan berarti kurang demokratis.
Mereka masih dapat menyalurkan aspirasinya
melalui lembaga demokrasi yang lain, yaitu
pers bebas dan tidak memihak, LSM, dan
ormas yang bukan parpol.

5. Parliamentary Threshold dalam Sistem
Pemilihan Umum

Parliamentary Threshold adalah ketentuan
batas minimal perolehan suara yang harus

12yves Meny dan Andrew Knapp, op. Cit., hal. 90.



dipenuhi partai politik peserta pemilu untuk

bisa menempatkan calon anggota legislatifnya

di parlemen. Hal ini berarti partai politik yang

tidak memenuhi Parliamentary Threshold

tidak berhak mempunyai wakilnya di parle-
men sehingga suara yang telah diperoleh oleh
partai politik tersebut dianggap hangus.

Parliamentary Threshold di Indonesia,
khususnya pada Pemilu 2009, diatur dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ten-
tang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae-
rah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 202, yang
menentukan sebagai berikut:

(1) Partai  Politik Peserta Pemilu harus
memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima
perseratus) dari jumlah suara sah secara
nasional untuk diikutkan dalam penentuan
perolehan kursi DPR.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.

Penggunaan Parliamentary Threshold di
Indonesia baru dimulai pada pemilu 2009
yang lalu. Dengan adanya pengaturan batas
minimal perolehan suara ini tidak semua partai
politik peserta pemilu tahun 2009 dapat
menduduki parlemen. Buktinya dari 38 partai
peserta pemilu hanya 9 vyang memiliki
wakilnya di parlemen. Berikut adalah data
hasil penghitungan suara pemilu tahun 20009,
yakni: Parta Demokrat, Partai Golongan
Karya, Partai Demokrasi Indonesia, Partai
Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional,
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Ke-
bangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia
Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat yang
notabene memiliki jumah suara di atas 2,5%
dari total suara yang sah. Besarnya ambang
batas sebesar 2,5% ini berdampak pada
banyaknya suara rakyat yang hilang. Sekitar
18,30% dari total suara atau sebesar
19.050.261 suara rakyat indonesia hangus®®,

Bhttp://defrimardinsyah.wordpress.com/2009/02/13/kep
utusan-mk-tentang parliamentary threshold-
berpotensi-terjadinya-kerusuhan-masal.
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Akan tetapi, dalam pemilu sebuah lembaga
perwakilan adanya suara yang hangus atau
hilang merupakan sebuah resiko demokrasi.
Anggota DPR yang terpilih, bukan berarti
hanya akan membela partai atau para pemilih-
nya saja, melainkan akan mewakili seluruh
rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanat-
kan dalam UUD 1945.

6. Pelaksanaan Pemilu dengan Parliamen-
tary Threshold 2,5% dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang Demokratis

Letak dasar adanya parliamentary
threshold adalah untuk mengefektifitaskan
representasi suara rakyat di parlemen, bukan
membatasi hak rakyat untuk memilih wakilnya
di parlemen.Suara yang tidak terwakili, bukan
berarti membuat rakyat kehilangan kedaulatan
di parlemen.Rakyat Indonesia baik yagn
pilihannya duduk di DPR maupun tidak, tetap
dalam lajur demokrasi karena setiap anggota
DPR yang dipilih harus mengesampingkan
kepentingan golongan atau partainya, dan
mengutamakan kepentingan rakyat secara
keseluruhan.

Sistem presidensial sebenarnya tidak tepat
diterapkan di negara yang multipartai.Hal ini
disebabkan di dalam sebuah sistem presidnsial
dan multipartai, membangun Kkoalisi partai
politik adalah hal yang umum terjadi.Koalisi
partai politik terjadi karena untuk mendapat-
kan dukungan mayoritas dari parlemen meru-
pakan sesuatu yang sangat sulit.Masalahnya
adalah koalisi yang dibangun di dalam sistem
presidensial tidak bersifat mengikat dan
permanen.Tidak adanya jaminan bahwa koa-
lisi terikat untuk mendukung pemerintah
sampai dengan berakhirnya masa kerja pre-
siden. Hal ini memperhatikan partai politik
tidak mempunyai ideologi dalam koalisi.
Mereka berkoalisi sesuai dengan isu yang ada
dalam pemerintahan. Kombinasi seperti ini
akan menghasilkan instabilitas pemerintahan.
Hal ini bisa terjadi bila ada konflik antara
eksekutif dengan legislatif yang menyebabkan
deadlock.

Kekhawatiran ini terbukti di Indonesia.
Kebijakan pemerintah kerap diinterpelasi oleh
Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket dan
ancaman penarikan dukungan, misalnya,



Pemilihan Umum Dengan Model “Parliamentary Threshold” Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia

selalu menjadi alat bagi partai politik untuk
bernegosiasi dengan presiden. Implikasinya.
Kompromi-kompromi politik menjadi sulit
dihindari. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa
sistem politik yang diimplementasikan di
Indonesia, yakni sistem pemerintahan presi-
densial dan sistem multipartai; tidak mendu-
kung terciptanya pemerintahan yang stabil dan
efektif.**

Uraian di atas, menunjukkan, bahwa pe-
laksanaan pemilu dengan parliamentary
threshold 2,5% dalam mewujudkan pemerin-
tahan yang demokratis masih perlu dikaji atas
pertimbangan yang kuat, bahwa sistem peme-
rintahan presidensial dan sistem multipartai di
Indonesia, dianggap tidak cocok bial disban-
dingkan bersama. Hal ini berarti, bahwa
pemilihan umum dengan parliamentary
threshold 2,5% tidak mampu mewujudkan
pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan Umum vyang Demokratis di
Indonesia menuju Terbentuknya Pemerin-
tahan yang “Legitimate”

1. Konsepsi Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan atau “sovereignty”” adalah kon-
sepsi mengenai kekuasaan tertinggi (supreme
authority). Ide mengenai kedaulatan telah
dikenal sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles,
misalnya, pada saat melakukan studi atas
berbagai konstitusi sempat menyinggung ada-
nya sesuatu yang “superior” dalam suatu unit
politik, apakah itu satu, beberapa atau
banyak.™

Wacana kedaulatan rakyat di Indonesia
senantiasa mengacu salah satunya pada tradisi
bangsa Indonesia. Acuan pada tradisi ini dapat
dipastikan tumbuh seiring dengan pemben-
tukan semangat kebangsaan yang berkembang
selama masa pergerakan kemerdekaan. Namun
demikian secara intrinsik, acuan terhadap
tradisi pada dasarnya telah melekat dalam
masyarakt pendukung budaya tertentu. Hal ini
bolehjadi merupakan suatu mekanisme defen-
sif yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Ini

“Ibid.

BAndrew Vincent, Theories of The State, Brasirl
Blackwell, Oxford, 1987, hal. 32.
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misalnya, dapat dilihat dari proses akulturasi
yang menyertai proses masuknya agama
Hindu Budha dan Islam ke Indonesia. Para
peneliti menyebutkan adanya suatu bentuk
sinkretisme yang berkembang dalam kebu-
dayaan masyarakat di indonesia. Sinkretisme
ini dapat dipandang sebagai suatu local genius
masyarakat Indonesia terhadap budaya asing.
Di Jawa, misalnya, hal ini terlihat dari
penggunaan medium wayang yang mereflek-
sikan kreatifitas budaya Jaya yang mema-
dukan unsur-unsur tradisi asli Jawa, Hindu
Budha, dan Islam*®.

2. Civil Society

Istilah civil society pertama kali dipakai di
Eropa pada abad ke-18, sebagai terjemahan
dari bahasa Latin societas civitis yang untuk
beberapa bahasa pada waktu itu diartikan
sebagai state dan political society atau seluruh
kenyataan yang menyangkut politik. Locke
menterjemahkan civil societysebagai civil
government, Kant menterjemahkannya sebagai
burgerlichaft, dan Rousseau menterjemah-
kannya segagai e’tat civil.*’

Di Indonesia civil society sering diter-
jemahkan dengan masyarakat madani: masya-
rakat warga atau kewargaan; kemudian ada
juga yang menterjemahkan sebagai masya-
rakat sipil. Masing-masing terjemahan tersebut
mengandung agenda tersembunyi sesuai de-
ngan kehendak yang menggunakan istilah
tersebut.

3. Gagasan Demokrasi Indonesia

Wacana demokrasi di Indonesia tidak dapat
lepas dari acuan nilai-nilai tradisi masyarakat
Indonesia. Acuan itu dapat dipastikan berkem-
bang seiiring dengan pembentukan kesadaran
kebangssaan di kalangan pergerakan kemer-
dekaan Indonesia yang berkembang sejak awal

18K oentjaraningrat, Berbagai Istilah Jawa untuk Tuhan
dan Makhluk-Makhluk Halus serta Paham tentang
Kekuasaan dalam Ahmad Ibrahim, Islam diAsia
Tenggara Perkembangan Kontemporer, LP3ES,
Jakarta, 1990, hal. 334-335.

YWilliam Outwaite, the Bleckwell Dictionery, Greet
Britain, The Alden Press, 1993 hal. 142-146.



abad ke-20.® Kebangsaan dan kedaulatan
rakyat selalu disebut secara bersamaan dalam
wacana ketatanegaraan Indonesia. Persinggu-
ngan antara gagasan demokrasi modern dan
nasionalisme telah melahirkan pemaknaan atas
gagasan demokrasi berdasarkan pandangan
nasionalisme yang kemudian mendorong ber-
bagai usaha untuk merekonstruksi tradisi
budaya demokrasi yang berkembang di dalam
masyarakat Indonesia.® Pemaknaan dan
rekonstruksi tradisi demokrasi itu melahirka
beberapa konsepsi demokrasi indonesia yang
kemudian menjadi dasar bagi pembentukan
negara Indonesia merdeka.

4. Pemerintahan yang “Legitimate”

Pemilu merupakan bentuk legitimasi yang
diberikan rakyat kepada partai politik maupun
perseorangan untuk mewakilinya dalam kehi-
dupan berbangsa dan bernegara. Dukungan
dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu
menjadi pondasi legitimasi pemerintahan yang
terbentuk dari hasil Pemilihan Umum. Hasil
Pemilu pada akhirnya akan berdampak pada
semua sektor kehidupan manusia berbangsa,
bernegara, bermasyarakat, atau semua sektor
kehidupan manusia, sehingga diharapkan
pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu
dapat meningkatkan kualias kehidupan rakyat
disegala bidang.

Legitimasi adalah untuk memberikan otori-
sasi pada proses dasar pemerintahan. Jika
tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat
diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara
akan mengikuti arahan pemerintah. Namun
warga negara harus percaya bahwa tindak
pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim
cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik

8Deliar Noer, Perkembangan Demokrasi Kita, dalam
Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta, LP3ES, 1986,
hal. 72; Abdurrachman Surjomiharjo, Cita-Cita
Demokrasi dan Pendidikan Bangsa dalamLP3ES,
Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta, LP3ES, 1986,
hal. 56-69.

“Dietmar  Rothermund, Nationalism and the
Reconstruction of Traditions in Asia, dalam Sri Kuhnt-
Saptodewo, Volker Grabowsky, dan Martin Grosheim
(des.), Nationalism and Cultural in Southeast Asia:
Perspectives From the Centren and the Region,
Wieshaden ; harrasowitz, 1997, hal. 14.
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dan niat baik terhadap tindakan pemerintah
yang membantu anggota mentolerir pemerin-
tahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola
melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di
mana melalui proses ini orang belajar untuk
mendukung pemerintah?.

Salah satu wujud pelibatan masyarakat
dalam proses politik adalah pemilu. Pemilu
merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut
menentukan figur dan arah kepemimpinan
negara atau daerah dalam periode tertentu.
Ketika demokrasi mendapat perhatian yang
luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan
pemilu yang demokratis menjadi syarat
penting dalam pembentukan kepemimpinan
sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama
untuk menghasilkan kepemimpinan yang
benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh
karena itu, pemilu merupakan salah satu
sarana legitimasi pemerintahan.

5. Pelaksanaan Parliamentary Threshold
yang Demokratis Menuju Terbentuknya
Pemerintahan yang “Legitimate”

Untuk menciptakan pemerintahan yang
efektif dan stabil, sistem multipartai yang ada
di Indonesia sebaiknya disederhanakan.Salah
satu caranya dengan parliamentary threshold
ini.Adanya parliamentary threshold menjadi
salah satu sarana untuk menyederhanakan
partai dan ketentuannya bebas bagi suatu
negara untuk menentukan batas dari parlia-
menttary threshold. Menaikkan parliamentary
threshold dari 2,5 persen ke 5 persen masih
memungkinkan dan tidak bertentangan dengan
konstitusi.

Apabila kita ingin mematangkan konsep
penyederhanaan partai politik dengan tujuan
utama penataan sistem pemerintahan presiden-
sial ditujukan untuk menciptakan pemerinta-
han yang efektif dan stabil, maka ada alternatif
yang patut dipertimbangkan oleh para pembu-
at kebijakan, adalah dengan mengurangi
jumlah partai politik.Memang jumlah partai di
Indonesia selalu banyak, dan ini perlu diseder-
hanakan. Penyederhanaan partai politik sebe-
narnya sudah dilakukan sejak pemilu 1999

2\ikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
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dengan mengimplementasikan ambang batas
bagi partai politik untuk ikut srta dalam
pemilu berikutnya (electoral threshold) dan
ambang batas bagi partai politik untuk
mengirimkan wakilnya di Dewan Perwakilan
Rakyat (parliamentary threshold).Hal itu telah
diberlakukan pada pemilu 2009.Selanjutnya
harus dilakukan secara bertahap pada 2014.%

Pemilihan Umum 2014 dan seterusnya,
cara pembatasan yang ideal, sebaiknya dilaku-
kan dengan cara: Pertama, memperkuat per-
syaratan kepengurusan partai politik. Misal-
nya, sebuah partai politik disyaratkan memi-
liki kepengurusan di seluruh jumlah provinsi
dan kabupaten/kota.

Kedua, untuk berhak menempatkan anggo-
ta legislatifnya di Dewan Perwakilan Rakyat
harus melalui persyaratan parliamentary
threshold. Misalnya, untuk Pemilihan Umum
2014, persyaratan partai politik yang lolos
parliamentary threshold untuk dapat menem-
patkan anggota legislatifnya di parlemen harus
memperoleh sekurang-kurangnya 5 persen
dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat, atau sejumalh 28 kursi (5/100 x 560
anggota).Apabila partai politik tersebut tidak
memperoleh sejumlah kursi tersebut, maka
tidak berhak menempatkan anggota legislatif-
nya. Terkait dengan keberadaan partai politik
tersebut di parlemen 5 (lima) tahun, menjadi
absen.

PENUTUP

Pemilihan umum dengan parliamentary
threshold 2,5% belum mampu mewujudkan
pemerintahan yang demokratis di Indonesia.
Hal ini dikarenakan kombinasi antara sistem
pemerintahan presidensial dan sistem multi-
partai terbukti menimbuilkan istabilitas poli-
tik, sehingga kedudukan presiden lemah.
Sebab, dalam sistem multipartai yang terfrag-
mentasi akan sulit melahirkan satu partai
mayoritas yang cukup kuat untuk membentuk
satu pemerintahan sendiri (tanpa koalisi). Di
tengah ketiadaan kekuatan partai mayoritas
itulah, kemungkinan bagi terjadinya jalan
buntu hubungan legislatifdan eksekutif menja-

'gpetanto Soepiadhy, Ibid.
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di terbuka.Seharusnya sistem multipartai harus
disederhanakan. Tujuan utamanya adalah
mencapai efektivitas sistem pemerintahan
presidensial dan menjaga agar situasi politik
tetap dinamis dan progresif. Sistem pemerin-
tahan presidensial akan lebih efektif dengan
sistem multipartai sederhana dari pada multi-
partai fragmentatif.

Parliamentary threshold yang demokratis di
Indonesia agar terbentuk pemerintahan yang
legitimate, dengan cara menaikan parliament-
tary threshold 2,5 persen menjadi lebih besar
secara bertahap, sebagaimana terdapat dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahiin
2008. Hal ini berarti, bahwa parliamentary
threshold adalah untuk mengefektifkan repre-
sentasi suara rakyat di parlemen.Suara yang
terwakili, bukan berarti membuat rakyat
kehilangan kedudukannya diparlemen.Rakyat
Indonesia, baik yang pilihannya duduk di
Dewan Perwakilan Rakyat, maupun yang
tidak; tetap dalam koridor demokrasi.Setiap
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
dipilih harus mengesampingkan kepentingan
golongan atau partainya, dan mengutamakan
kepentingan rakyat secara keseluruhan.Selain
itu, dengan kenaikan parliamentary threshold
akan mempengaruhi peta kekuatan partai poli-
tik di Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia
yang menganut sistem multipartai, akan
menjadi sistem multipartai sederhana. Arti-
nya, jumlah partai politik akan menjadi lebih
mengecil, sehingga dapat menciptakan peme-
rintahan yang stabil. Pemerintahan yang stabil
perlu partisipasi masyarakat dalam proses
pemilihan umum untuk ikut menentukan
figure dan arah kepemimpinan pemerintahan.
Sebab pemilihan umum memiliki fungsi
utama untuk menghasilkan kepemimpinan
yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat.Hal
itu berarti, pemilu merupakan salah satu
sarana legitimasi pemerintahan. Dalam hal ini,
pemerintah yang legitimate harus mampu
menyelenggarakan kedaulatan rakyat, dan
lebih mampu menegakkan pelaksanaan demo-
krasi.
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